KEPUTUSAN KEPFALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
FROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 317 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL AMIN
KARUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUITAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
: PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang @ a bahwa dalam rtongka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 avat [2)
Peraturan Menled Agarma Nomor 90 Tzhun 2013 tentang
Frerovelenggarasn Pendidilkan Madrasah, perlu memberikan 229
pperzsiongl terhadap Raidbaril Arhfal Swaesta di lingkungan
Kantor Wilaveh Kementeriar Agama Provinsi Sulawes] Tengeara:

b. babwa dalam rangka mepingkatken akses pendidikan madrassl
vang bermutu, perhi smembedlan kesempatan masvarakat melalis
organisas berbadan hulkum unlux menyvelenggarakan madrasze®
sesun: denpan standar nosional pendidikan:

c. sahwa  Raudhatn!  Athfal yang  tercantum  dalem Lampirun
Kenumisan [ni telal memenubi persvaratan administrutif, reknis
dan kelovakar vane relah direraplan:

e e e =]y e rrbnran - - 1 . 1

d. bahwa r1-:r1d.a.'_._-l_.__1 ._|_ZI..'|TII..|'_'I..1_'I.§-_|.]'I. schagaimana dimaksud dalam
huruf a. b lun ¢ df aras, pe-lo menelapkan Keputusen Kepuls
Kantor Wilayvah Kementerlan Agama Provinsi Sulawesi Tengpars
rentang Pembenan [zin Operosional Pendirien Raudhatul Athfal Al
Amin Ksbupaten Bombana!

Mengingat  : 1. Undang-iindang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem
T‘end[d{_km Nasional [Lembaren Negara Republik Indonesis Tahun
2003 Nomor 78, Tambahsan Lesmbaran Negara Republik Indanesie
Nomar 4301); '

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 157.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

3. Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
<005 Namor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nnmnr_ 4496) sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan
Pemerintah Namior 32 Tahun 2013 tentang Perubahan alas

b Perpftur:a_n Pem:_ﬁntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomer 71, Tambahan | ' '
’ embaran N R :
vt cgara Republilke l.ndnncls.ra

4. Peraturan.,,



11,

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 I'.EI:LT.ﬂ]'Lg Waj;‘b
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Megara Republik Indnncs?a
Tahun 2008 Nomar 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4863):

Peraturan Pemerinteh Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesia .'I'ahu_u ZGG!E
Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

Peraturgn Pemerintah Neomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomor 4941}

Pergturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang Fcnp,c:lnlasl::
dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telak diubah
dengan Persturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemesintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penvelengzaraan Pendidikan (Lemberan
Megura Republis Indenesia Tekun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembraran Negara Republik Indonesia Nomer 5157);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasaruna Unmak Sekolah DasarfMadrasan
Ibtidzrvak. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivak,
dan Sekolah Menenpah Atas/Madrasal Alivah;

. Peraturan Menieri Pendidikan Nasionzl Nomor 153 Tabun 2010

tantang Standar Melavanan Mimimal Pendidikan di
Kzbupatrn/Kota sebogaimansa telah divbah menjadl Peramran
Mentern Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
temtang Perubanan atas Peraturan Menter Pendidikan Nasionsl
Nomor 13 Tahunm 2010 tentang Standar Pelayanan Minimes!
Pendidikan di Kabupaten,/ Kota;

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawns

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
[Bumits Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telash divhah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tehun 2013 tentang Perubahan Atas Peraruran Menter
Agama Nomer 2 Tehun 2012 tentang Pengawas Madrasah da-
Pengawas Pendidikan Agama [slam pada Sekolah (Berita Negars
Republik Indonésia Tahun 2013 Nomar 684, )

Peraturan Menterd Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 831 R

Peraturan Menterl Agama Naomeor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidlkan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomeor 1382) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
temang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negare
Republik Indonesia Talun 2015 Nomoar 1733); ‘

MEMUTUSKAN ...
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KESATU

KEDUA

KEEMI'AT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OFERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL

ATHFAL AL AMIN KABUPATEN BOMHANA.

Memberikan izin noperasional perdinan madraszh kepeds
Rundhatul Athfsl sebapaimans tercantum dalam Lampiran
yang meripakan bagien tidak terpisuhkan dasi Kepulusen .

Setelah jangks wakmi 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang
bersangkutan wejity

a. Menyempaiksn laporan perkembangan Raudhatul Athiz®
kepads Kepaly Kanror Kemenierian Agams yang memuat
paling “sedikit peckembangen  jumlah  peseria cljd_iir,
pelaksanzan kuriihim, pelaksansan pemeniihan stuncar
sHTaEnE praserand, dan pelaksansan pemenuhan slander
pendidik dan tenaga keperndidikan; dan/atan

b. Meopsiuksn perdafraran visitasi askreditasi Paud/RA
kepadz BAl? Paud den PNF sesuni ketentiian peralliras

pernincanp-1Indanesr.

Dalam hzl prrkembapgan Randhens Athial sebapaimana
dirmairenid dalam Diktum KEDUA buruf & dinilsi memenuk:
standar  peloyenan minimsl penavelengparasn  pendidikan
danfaran hasil sloeditast sebagoimena drmokesnd Diktizm
EEDUAa muril o mendapat peringkar minimal O, msaka i2in
aperaslonal sebagaimana dimakswl dainm Diktum EESATU

Lelan meris=ki,

Dilam hal perdembangsn Raudharml Athfal sebagaimans
chirnaked delam Thkiem KEDUA borol & dindlai memeounhl
stendar peiavanan minimal penvelenggaraan  pendidikan
don/atau hssil akreditasi sebapsimona  dimaksad Diklom
KEDUA huraf b tidak mendapat peringhat minitnal C, maks
iz opcrestonal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Dikmur
KESATU dicabut.

Keputusan ini mulal berlalu pada tanggal ditetuplkan.

Direrapkan di Kendar
Pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERLIAN AGAMA




LAMPIRAN : "
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGA
PROVINS] SULAWESI TENGGARA
NOMOR 317 TAHUN 2017
TENTANG - |
PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL AMIN
KABUPATEN BOMBANA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN [ZIN OFERASIONAL
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MNoma Madrssah

|R4, AL AMIN

Nomor Sratiatik Madrzzah

||n1:74uu:u_z

Ll | B2

Alnpmazt Modrassh

Kel. Lombale Kee. Kabarna Timur Kab.
Bomiosna

Desa [ ¥eirakan Lambale

E=pameatan Kobeena Timur

| P S, - [ S

. -
LAOURAICL SO JEIIE

Provms Sulawes| Tengeara

4 [Namas Qrganiszsl Peayvelenggora |RAUDHATUL ATEFAL AL AMIN

o | Alme Neotoods OrgEnisss Mip 4 Nire Mireward, 3H., M Kn Tanggel 26
Il’:]:';. clempusrs Clmeber 2017

& |Penpesahan Alkte Notoris C041221.ah.01.04 Tahur 2016 Tangpal 26
[ Organisasi Penvelenggara Ghrobier 2016
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KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
ULAWESI TENGGARA
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